
JAKARTA (KR) - Om-

budsman RI meminta apa-

rat kepolisian mengede-

pankan pendekatan per-

suasif dalam penanganan

aksi demo terkait penola-

kan revisi Undang-Undang

Pilkada. Tindakan aparat

kepolisian yang mem-

bubarkan massa dengan

melakukan pengejaran, pe-

nangkapan, penganiayaan,

dan pengintimidasian ter-

hadap peserta aksi dan pers

bertentangan dengan per-

aturan yang berlaku.

Peraturan tersebut ialah

Undang-Undang Nomor 9

tahun 1998 tentang Ke-

merdekaan Menyampai-

kan Pendapat di Muka

Umum dan Pasal 28 Per-

kapolri Nomor 7 Tahun

2012 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Pela-

yanan, Pengamanan, dan

Penanganan Perkara Pe-

nyampaian Pendapat di

Muka Umum. “Yang inti-

nya kepolisian dalam me-

lakukan tindakan upaya

paksa harus menghindari

terjadinya hal-hal yang

kontra-produktif,” tegas

Anggota Ombudsman RI

Johanes Widijantoro di

Jakarta, Jumat (23/8).

* Bersambung hal 7 kol 5

PEMBUBARAN MASSA DEMO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN 

Ombudsman Minta Kepolisian Persuasif

JAKARTA (KR) - DPR RI dan

Pemerintah sepakat mengakomo-

dasi putusan Mahkamah Konsti-

tusi (MK) dalam Peraturan KPU

(PKPU) pada rapat konsultasi

yang akan digelar, Senin (26/8).

“Saya tegaskan sekali lagi, pe-

merintah maupun DPR itu akan

sama-sama menaati putusan KPU

dan akan dituangkan dalam PK-

PU setelah KPU pada hari Senin

nanti mengadakan rapat konsul-

tasi dengan DPR melalui Komisi II

DPR,” kata  Wakil Ketua DPR RI

Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks

Parlemen Senayan, Jumat (23/8).

Ia mengatakan, DPR telah ber-

komunikasi dengan unsur peme-

rintah, dalam hal ini Menteri

Dalam Negeri (Mendagri), untuk

bersama-sama menaati putusan

MK terkait pilkada. “Hasil komu-

nikasi dengan pemerintah,

* Bersambung hal 7 kol 1

KR-Antara/Muhammad Adimaja

KAWAL PUTUSAN MK: Mahasiswa berunjukrasa di halaman Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (23/8/2024). Dalam aksinya,
mereka menuntut KPU melaksanakan Pilkada Serentak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, menolak politik dinasti
dan akhiri kapitalisme.
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siang, ada acara man-

gayubagya haji KBIH Hajar

Aswad 2024 di Limasan

Klampok, Sendangtirto Ber-

bah Sleman. Ada salah satu

jemaah haji yang selama di

Mekah membuka jasa po-

tong rambut, upahnya

menggunakan rupiah dan

real. Upah itu kemudian dis-

umbangkan untuk keperlu-

an Pondok Pesantren Rau-

dhatus Salaam Sleman.

(Sumartono, Gowongan JT

3/342 Yogyakarta 55232)-f

LAYAK disimak, aturan tentang  penyempurnaan kebi-

jakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam men-

dukung aliran perdagangan luar negeri khususnya impor

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam

literatur disebutkan bahwa impor adalah kegiatan mema-

sukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu ne-

gara dari penduduk negara lain yang berdampak terhadap

arus keluar mata uang asing dari dalam negeri.
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JAKARTA (KR) - Massa yang tergabung dalam Poros

Jakarta, Jumat (23/8) mendatangi Gedung Komisi Pe-

milihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan

Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat. Mereka bermak-

sud mengawal KPU agar tegak lurus melaksanakan pu-

tusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mari berkumpul untuk melaksanakan doa bersama

sesuai kepercayaan agama masing-masing agar Pilkada

nantinya berjalan aman dan lancar demi kebaikan bang-

sa,” kata salah satu peserta aksi.

Kegiatan ini dilakukan agar Pilkada 2024 berjalan suk-

ses. Selain itu, massa juga  mendoakan KPU RI agar bisa

menjadi penyelenggara Pilkada 2024 yang baik.   Begitu

berkumpul di depan KPU, beberapa elemen masyarakat

itu langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Jalan Imam Bonjol Menteng, juga ditutup sebagai anti-

sipasi adanya aksi dari berbagai kelompok masyarakat di

depan gedung penyelenggara pemilu itu. Kepolisian juga

memasang barikade beton mengelilingi area depan

Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol.
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POROS JAKARTA DOAKAN KPU

Tegak Lurus Laksanakan Putusan MK

JAKARTA (KR) - Meski

niat maju dalam Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada)

Jateng terkendala aturan,

namun Kaesang Pangarep

tetap mengurus persyarat-

an untuk Pilkada Jateng.

Putra bungsu Presiden

Jokowi tersebut ternyata

sudah mengurus belum per-

nah dipidana di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan Negeri Jakar-

ta Selatan mengungkapkan

bahwa Kaesang Pangarep

telah mengurus surat be-

lum pernah dipidana untuk menjadi calon dalam

Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah (Jateng) 2024. 
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URUS SURAT BELUM PERNAH DIPIDANA

Kaesang Siap Maju Cawagub Jateng

SABTU PON

KR-Antara/Dhemas Reviyanto

PERBAIKAN PAGAR KOMPLEKS PARLEMEN:
Sejumlah pekerja memperbaiki pagar yang rusak
di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat
(23/8/2024). Pagar tersebut rusak akibat diro-
bohkan massa dalam aksi menolak pengesahan
revisi UU Pilkada, Kamis (22/8).

KR-Antara/Hafidz Mubarak A

Ketua Umum PSI
Kaesang Pangarep.


